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Abstrak 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) apa faktor yang 
mempengaruhi tindak pidana korupsi? 2)Apa kebijakan hukum dalam tindak 
pidana korupsi? 3) Bagaimana penerapan hukum dalam kasus korupsi di 
Batubara ditinjau dalam perspektif kriminologi (Studi Putusan Nomor 
02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn)? 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis 
normatif, dan penelitian ini bersifat deskriftif. Teknik pengumpulan data akan 
dilakukan melalui library research, yang didapat melalui studi dokumen. Data yang 
diperoleh akan dianalisis secara yuridis kulitatif dan ditarik kesimpulan secara 
deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor terjadinya kejahatan 
korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: Faktor Intern, yaitu faktor 
yang berada dalam diri pelaku kejahatan korupsi, meliputi sifat-sifat perorangan, 
seperti mental yang lemah, moral yang rendah dan nafsu duniawi yang tidak 
terkendali, faktor Ekstern, yaitu faktor yang berada di luar diri pelaku kejahatan 
korupsi, meliputi adanya kesempatan, faktor ekonomi.Kebijakan hukum tindak 
pidana korupsi diatur dalam Peperpu/013/1950, Undang-Undang No.24 (PRP) 
tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.3 tahun 1971 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, TAP MPR No. XI/MPR/1998 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme, Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang No.31 tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 20 
tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 
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tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menentukan 
pertanggungjawaban  pidana  pelaku korupsi, kesalahan jabatan akan menjadi 
pertanggungjawaban jabatan sedangkan kesalahan pribadi akan menjadi 
pertanggungjawaban  pribadi.  Parameter  adanya  pertanggung  jawaban pribadi 
adalah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum (wederrechtelijk) dan melakukan 
penyalahgunaan wewenang (detournament de pouvoir). Sedangkan  parameter  
pertanggung  jawaban  pidana  adalah  asas  tiada pidana tanpa kesalahan (geen 
straf zonder schuld). 
Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korupsi, kriminologi 
 
PENDAHULUAN 
Berbagai kebijakan pemerintah tertuang dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi antara lain 
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 2 Indonesia Nomor 
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 
serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam hal ini masih banyak 
peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
korupsi. 
Pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan, dirasakan tidak cukup 
hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara- 
cara yang konvensional, diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu 
membendung meluasnya korupsi. Salah satu cara adalah ialah dengan 
menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), 
sehingga pemberantasaannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa. Karena itu 
diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan 
suatu badan khusus yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Kewenangan badan khusus tersebut harus bersifat independen serta bebas 
korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara maksimal, optimal, intensif, 
efektif, profesional dan berkesinambungan. Badan khusus itu disebut Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang- 4 
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Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bertindak pastilah terdapat kendala 
maupun hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi.  
Kendala tersebut dapat dilihat pada realita saat ini yaitu terkait dengan 
masalah pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat 
(1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik adalah 
pejabat polisi Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil. Hal yang 
menjadi kelemahan penyidikan tipikor daerah, bisa dilihat jika lemahnya suatu 
penyidikan tersebut bisa menyebabkan pengadilan menjatuhkan putusan bebas 
terhadap pelaku korupsi. Bahkan jika dijatuhi hukumanpun, sewaktu – waktu 
pihak tersebut melakukan banding bisa saja pengadilan membebaskan terdakwa 
karena lemahnya penyidikan tipikor daerah.1 
Dengan adanya pengadilan tipikor daerah, semua kasus Tipikor yang ada di 
daerah akan disidik oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan. Jika dalam hal 
supervisi KPK tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal terhadap 
semua penyidikan,2 maka dalam penyidikan tanggung jawab sepenuhnya nantinya 
akan jatuh kepada kepolisian dan kejaksaan. Namun jika kualitas kejaksaan dan 
kepolisian masih seperti dulu, hal ini dikhawatirkan akan memberatkan hakim 
Tipikor dalam menyidangkan perkara. Oleh karena itu patut dicermati kinerja 
kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik di daerah dalam melakukan penyidikan 
tindak pidana korupsi yang ada di daerah khususnya daerah Kabupaten Batubara. 
Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematika 
perumusan Pasal-Pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung 
pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung 
dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam 
mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dituntut lebih 
profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. 
Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak 
pidana korupsi dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana 
seberat-beratnya. 
                                                            
1 Melalui http://www.suaramerdeka.com/ v2/ index.php /read/ cetak/ 2011 /05 /09 /145909 /Prospek-
Peradilan-Tipikor-Daerah-. Diakses tanggal 4 Februari 2019, Pukul 17.00 WIB 
2 Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 25. 
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Semakin meningkatnya jumlah kejahatan korupsi berakibat semakin 
buruknya tingkat perekonomian negara.Pemerintah terus berupaya melaksanakan 
pembangunan nasional diberbagai bidang. Seiring dengan hal tersebut, aspirasi 
masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya 
semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah 
menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat 
berdampak timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan 
pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap 
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.3 
Sebagai  contoh  kasus  tindak  pidana  korupsi pada tahun 2012 di Dinas 
Peternakan Kab. Batu Bara yang dilakukan oleh ketua kelompok ternak Makmur 
Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara yang diketahui oleh 
SRI CAHYONO (DPO) dengan cara tersangka SRI CAHYONO mendapat bantuan 
yaitu berupa dana bantuan sosial untuk program / kegiatan pengendalian sapi / 
kerbau betina produkti T.A 2012 dari Direktoral Jendral Peternakan dan Kesehatan 
hewan Kementrian pertanian T.A 2012 yang disalurkan melalui Dinas Peternakan 
dan kesehatan hewan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 500.000.000, (lima 
ratus juta rupiah) yang masuk langsung ke rekening kelompok ternak Makmur 
Sejahtera dengan nomor rekening Bank BRI KCP Indrapura No: 1094-01-000914-
53-0 pada tanggal 26 Maret 2012 dan harusnya dana tersebut digunakan untuk 
pembelian sapi betina produktif dan sesuai dengan petunjuk teknis tata cara 
pencairan yaitu dengan cara 3 (tida) Tahap 
Dan ternyata dana yang masuk ke rekening kelompok ternak makmur 
sejahtera tersebut dicairkan oleh ketua kelompok SRI CAHYONO dengan cara 
sekaligus yaitu tertanggal 09 April 2012 sesuai dengan rekening Koran yang ditarik 
secara tunai dengan jam berbeda, tim teknis kabupaten NURAINUN S.PKP 
membuat rekomendasi pencairan dana kepada kelompok ternak secara sekaligus 
tanpa dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan 
serta tanpa ada membuat laporan dan tim teknis kabupaten NURAINUN SPKP 
tidak ada melakukan pengecekan pembelian sapi betina produktif ke kelompok 
yang diserahkan kepada kelompok ternak dan selanjutnya pada saat pentepaan 
kelompok ternak tim teknis NURAINUN S.PKP juga tidak melakukan pengecekan 
nama-nama anggota kelompok dan selanjutnya setelah dana tersebut dicairkan 
                                                            
3 H. Supardi S, 2018, Perampasan Harta Hasil Korupsi, Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan, 
Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 29-30. 
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oleh kelompok ternak makmur sejahtera ternyata dana tersebut tidak digunakan 
sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kelompok ternak 
makmur sejahtera melainkan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. 
Setelah dilakukan audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan 
Negara atas dugaan penggunaan dan pengendalian sapi / kerbau betina produktif 
T.A 2012 kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei 
Suka Kab Batu Bara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dari laporan Hasil 
Audit atas perkara tersebut menguraikan adanya penyimpangan yang 
menimbulkan Kerugian Negara Rp 484.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh 
Empat Juta Rupiah) dan sampai saat ini ketua kelompok ternak SRI CAHYONO 
melarikan diri (DPO). 
PEMBAHASAN 
A. Posisi Kasus 
1. Kronologi Kasus 
Terjadinya tindak Pidana Korupsi pada tahun 2012 di Dinas Peternakan 
Kab. Batu Bara yang dilakukan oleh ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera 
Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara yang diketahui oleh SRI 
CAHYONO (DPO) dengan cara tersangka SRI CAHYONO mendapat bantuan 
yaitu berupa dana bantuan sosial untuk program / kegiatan pengendalian sapi 
/ kerbau betina produkti T.A 2012 dari Direktoral Jendral Peternakan dan 
Kesehatan hewan Kementrian pertanian T.A 2012 yang disalurkan melalui 
Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 
500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang masuk langsung ke rekening 
kelompok ternak Makmur Sejahtera dengan nomor rekening Bank BRI KCP 
Indrapura No: 1094-01-000914-53-0 pada tanggal 26 Maret 2012 dan 
harusnya dana tersebut digunakan untuk pembelian sapi betina produktif dan 
sesuai dengan petunjuk teknis tata cara pencairan yaitu dengan cara 3 (tida) 
Tahap yaitu: 
a. Penciran dana tahap satu sebesar 40 % (empat puluh persen) dari 
keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha 
Kelompok (RUK) tahap pertama dan mendapat rekomendasi dari tim teknis 
kabupaten/kota. 
b. Pencairan tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan 
dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh persen) dari RUK, 
yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan 
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pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui 
oleh tim teknis kabupaten/kota. 
c. Pencairan dana tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari 
keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh 
persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan 
pelaksanaan perkerjaan dan penggunakan dana dalam kelompok yang 
diketahui/disetujui oleh tim tekni kabupaten/kota. 
Dan ternyata dana yang masuk ke rekening kelompok ternak makmur 
sejahtera tersebut dicairkan oleh ketua kelompok SRI CAHYONO dengan cara 
sekaligus yaitu tertanggal 09 April 2012 sesuai dengan rekening Koran yang 
ditarik secara tunai dengan jam berbeda, tim teknis kabupaten NURAINUN 
S.PKP membuat rekomendasi pencairan dana kepada kelompok ternak secara 
sekaligus tanpa dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan 
pelaksanaan pekerjaan serta tanpa ada membuat laporan dan tim teknis 
kabupaten NURAINUN SPKP tidak ada melakukan pengecekan pembelian sapi 
betina produktif ke kelompok yang diserahkan kepada kelompok ternak dan 
selanjutnya pada saat pentepaan kelompok ternak tim teknis NURAINUN S.PKP 
juga tidak melakukan pengecekan nama-nama anggota kelompok dan 
selanjutnya setelah dana tersebut dicairkan oleh kelompok ternak makmur 
sejahtera ternyata dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan laporan 
pertanggungjawaban yang dibuat oleh kelompok ternak makmur sejahtera 
melainkan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. 
Setelah dilakukan audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan 
Negara atas dugaan penggunaan dan pengendalian sapi / kerbau betina 
produktif T.A 2012 kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung 
Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dari 
laporan Hasil Audit atas perkara tersebut menguraikan adanya penyimpangan 
yang menimbulkan Kerugian Negara Rp 484.000.000,- (Empat Ratus Delapan 
Puluh Empat Juta Rupiah) dan sampai saat ini ketua kelompok ternak SRI 
CAHYONO melarikan diri (DPO). 
Menimbang, bahwa pada akhirnya, atas seluruh pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa amar yang tersebut 
dibawah ini adalah telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Menimbang, bahwa 
oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana, dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat 
ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada 
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Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya 
disebutkan dalam amar putusan ini. Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo 
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari segala peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan. 
Sejarah pertumbuhan korupsi pada hakekatnya sudah berlangsung sejak 
berdirinya pemerintahan kota Yunani pada tahun 400 SM, dimana kejahatan 
korupsi terjadi karena kelemahan birokrasi dan berkecamuknya perperangan. 
Kemudian korupsi dengan berbagai bentuk yang luas juga telah melanda Negara 
Prancis pada saat berakhirnya masa kerajaan sampai terbentuknya Negara 
Republik, seperti kasus Madame Deficit dan ‘‘Terror Robespierre”. Pada masa itu 
perbuatan korupsi berlangsung secara terselubung dalam berbagai motif, sehingga 
sukar dikendalikan, maka untuk mengakhiri korupsi di Prancis ditempuh dengan 
jalan revolusi dan kemudian menyusun kembali zaman baru.4 
 Pada dasarnya koruptor merupakan pelaku kejahatan menyangkut 
penyelenggaraan pelayanan umum (public service) dan hubungan kerja (public 
contract) yang mendatangkan sumber keuangan atau dengan perkataan lain 
korupsi terjadi akibat rendahnya moral pejabat serta akibat kelemahan sistem 
birokrasi penyelenggaraan pelayanan kerja yang mendapatkan sumber keuangan 
dengan cara memanfaatkan situasi tertentu dan siklus pertumbuhan Negara.5 
Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari hasil 
mufakat musyawarah hakim berdasarkan pada penilaian yang mereka peroleh dari 
surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam 
pemeriksaan di persidangan pengadilan. Dakwaan yang didakwa oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam surat dakwaan menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari 
perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa 
terbukti atau tidak. 
Pertimbangan hakim selalu mencantumkan aspek yuridis yang meliputi 
unsur-unsur Pasal yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta di muka 
                                                            
4 Ediwarman, 2014, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspekti Kriminologi, Genta Publishing, Cet 
Pertama, hlm 67 
5Ibid., hlm. 68 
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persidangan dan alat-alat bukti yang sah, Majelis Hakim menyatakan bahwa 
unsure-unsur dalam Pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan dan begitupula kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa sesuai 
Pasal 44 KUHP dan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. 
Selain tersebut diatas dicantumkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-
hal yang memberatkan terdakwa yaitu meliputi aspek diluar aspek yuridis 
perbuatan terdakwa antara lain aspek kemasyarakatan, aspek akibat, aspek 
pribadi pelaku (umur, belum/pernah dihukum), aspek perbuatan dan aspek 
psikologis. Beberapa aspek itu harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sehingga putusan tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dari segi hukum maupun sosial seperti hak asasi terdakwa 
ataupun rasa keadilan masyarakat akan tetapi terdapat hal yang penting yaitu 
dipenuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku supaya putusan 
tersebut sah menurut hukum. 
Dalam putusan No. 02/PID.SUS.TPK/2017/PN.Mdnhakim menimbang 
bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, baik di dalam Nota 
Pembelaan maupun duplik, ternyata mengakui dan menyesal, serta berjanji tidak 
akan mengulangi perbuatannya tersebut, maka terhadap pembuktian unsur dari 
pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, tidak akan dipertimbangkan lebih 
lanjut.  
Ketika hakim dalam memutus perkara ini tidak memepertimbangkan lebih 
lanjut karena terdakwa dalam nota pembelaannya sudah mengakui perbuatannya 
dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka jelas sekali 
bahwa penerapan hukum disini belum terdapat adanya kepastian hukum, 
Terdakwa NURAINUN, S.PKP sudah terbukti memenuhi semua unsur unsur 
korupsi dengan demikian hakim dapat menghukum terdakwa lebih berat dari 
putusan.  
Jelas sekali bahwa faktor penerapan hukum mesti selalu dibenahi jika ingin 
didapati suatu output hukum yang baik. Unsur terpenting dalam penerapan 
hukum adalah unsur penegak hukum itu sendiri, sektor penegak hukum (hakim) 
di Indonesia saat ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar, baik dalam arti 
perbaikan moral, kualitas dan kuantitas, profesionalisme, metode kerjanya, dan 
sebagainya.  
Peradilan yang bersih, berwibawa, modern, cepat, murah dan predictable, 
merupakan dambaan dari masyarakat Indonesia yang memang juga diinginkan 
oleh cita hukum bangsa ini, karena bangsa Indonesia tentu menghendaki agar 
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hukumnya siap bersaing dan siap bersanding dengan hukum-hukum dari negara 
lain dalam masa globalisasi dan transformasi ini. 
Terjadinya tindak Pidana Korupsi pada tahun 2012 di Dinas Peternakan 
Kab. Batu Bara yang dilakukan oleh ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera 
Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara yang diketahui oleh SRI 
CAHYONO (DPO) dengan tersangka SRI CAHYONO mendapat bantuan yaitu 
berupa dana bantuan sosial untuk program / kegiatan pengendalian sapi / kerbau 
betina produkti T.A 2012 dari Direktoral Jendral Peternakan dan Kesehatan hewan 
Kementrian pertanian T.A 2012 harusnya dana tersebut digunakan untuk 
pembelian sapi betina produktif dan ternyata dana yang masuk ke rekening 
kelompok ternak makmur sejahtera tersebut dicairkan ternyata dana tersebut 
tidak digunakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh 
kelompok ternak makmur sejahtera melainkan dana tersebut digunakan untuk 
kepentingan pribadi. 
Setelah dilakukan audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan 
Negara atas dugaan penggunaan dan pengendalian sapi / kerbau betina produktif 
T.A 2012 kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei 
Suka Kab Batu Bara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dari laporan Hasil 
Audit atas perkara tersebut menguraikan adanya penyimpangan yang 
menimbulkan Kerugian Negara Rp 484.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh 
Empat Juta Rupiah) dan sampai saat ini ketua kelompok ternak SRI CAHYONO 
melarikan diri (DPO). 
Analisa kriminologi terhadap korupsi menghasilkan pengertian bahwa 
korupsi merupakan kejahatan, kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh 
peraturan perundang-undangan dan mendapatkan sanksi pidana bagi yang 
melakukannya, atau yang mendiskripsikan kejahatan bukanlah suatu perbuatan 
tetapi status atau lebel yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang 
mengganggu eksistensi komonitas masyarakat, atau yang mendiskripsikan 
kejahatan dari prespektif akibat yang disebabkan oleh struktural. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi pada tahun 2012 
di Dinas Peternakan Kab. Batu Bara yang dilakukan oleh ketua kelompok ternak 
Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara yang 
diketahui oleh SRI CAHYONO (DPO) dengan tersangka SRI CAHYONO dapat 
dikategorikan sebagai suatu tindakan kriminal. 
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PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Faktor-faktor terjadinya kejahatan korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2 
(dua), yaitu: Faktor Intern, yaitu faktor yang berada dalam diri pelaku 
kejahatan korupsi, meliputi sifat-sifat perorangan, seperti mental yang 
lemah, moral yang rendah dan nafsu duniawi yang tidak terkendali, faktor 
Ekstern, yaitu faktor yang berada di luar diri pelaku kejahatan korupsi, 
meliputi adanya kesempatan, faktor ekonomi. 
2. Kebijakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya diatur didalam KUHP 
namun juga diluar KUHP yakni didatur didalam beberapa undang-undang 
negara Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi 
tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang 
mendasar, sebagi berikut:  
a. Kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang 
berlaku saat ini, tindak mencantumkan kualifikasi delik apakah 
sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”.  
b. Kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini 
tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai 
“permufakatan jahat”, “tindak pidana dalam hal pembantuan atau 
pembatu” (medeplichtige) dan “pengulangan tindak pidana”(recidive).  
c. Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tidak pidana 
korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan 
menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda, hal 
ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan.  
3. Dalam menentukan pertanggungjawaban  pidana  pelaku korupsi, 
kesalahan jabatan akan menjadi pertanggungjawaban jabatan sedangkan 
kesalahan pribadi akan menjadi pertanggungjawaban  pribadi.  Parameter  
adanya  pertanggung  jawaban pribadi adalah  melakukan  perbuatan  
melawan  hukum (wederrechtelijk) dan melakukan penyalahgunaan 
wewenang (detournament de pouvoir). Sedangkan  parameter  pertanggung  
jawaban  pidana  adalah  asas  tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf 
zonder schuld).Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa NURAINUN, 
S.PKP  dikhawatirkan kurang menimbulkan efek jera, karena dirasa 
kurang efektifnya sanksi pidana pokok yang dapat di terapkan 
terhadapnya, penerapan sanksi pidana telah sesuai dengan ketentuan pada 
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dengan timbulnya 
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kerugian keuangan Negara akibat perbuatannya hakim hanya 
menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) Tahun, dan denda sejumlah 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mengingat besarnya kerugian 
negara akibat dari perbuatan pelaku  hendaknya hakim menjatuhkan 
hukuman lebih dari itu sehingga akan menambah efektifitas sanksi pidana 
serta akan menambah efek jera.  
 
B. Saran 
1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya para pembentuk Undang-
undang diharapkan lebih serius lagi dalam menentukan hukumana dalam 
tindak pidana korupsi. Melihat bahwa setiap kasus-kasus korupsi yang 
terjadi bukan hanya karena faktor dari substansi hukum saja melainkan 
juga berasal dari faktor manusia itu sendiri misalnya keadaan ekonomi 
pelaku dengan demikian diharapkan pemerintah bekerja sama dengan 
unsur negara mulai dari yang tertinggi hingga desa untuk memeperketat 
pengawasan penggunaan keuangan dari negara serta melakukan sosialisasi 
bahaya korupsi. 
2. Dalam hal pemberian pidana diharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Medan untuk lebih memperberat pidana yang dijatuhkan pada 
terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini pidana penjara dan 
pidana denda dengan tujuan menjadi suatu terapi pencegahan bagi 
masyarakat khususnya perangkat desa yang lain atau pejabat 
pemerintahan untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan 
tindak pidana korupsi.Dalam penjatuhan   pidana terhadap   pelaku tindak 
pidana korupsi,  masih  terlihat kekurang seriusan  penegak  hukum  
khususnya  hakim  dalam  rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, 
hal ini dapat dilihat dari rendahnya rata-rata pidana yang dijatuhkan 
terhadap para terdakwa. Oleh karena itu, kedepan diperlukan suatu upaya 
atau tindakan represif, yaitu proses hukum yang cepat, tepat, dan pasti 
terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tersebut  sehingga  dapat  
lebih  meminimalisir  terjadinya  tindak  pidana korupsi. 
3. Diharapkan bagi penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Jaksa dan 
Hakim lebih objektif dalam melaksanakan proses penyidikan dalam 
perkara tindak pidana korupsi serta tidak tebang pilih dalam menjatuhkan 
sanksi pidana  dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut dimaksudkan 
agar di kemudian pejabat negara lebih berhati-hati dalam menjalankan 
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kegiatanya serta tidak melakukan usaha-usaha yang melawan hukum 
untuk mencapai tujuanya.Mengingat tindak pidana korupsi adalah suatu 
extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), maka diperlukan adanya suatu 
extra ordinary action, artinya tindakan penanganan terhadap tindak pidana 
korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini harus dilakukan  
dengan  luar  biasa.  Salah  satu  strategi  yang  dapat  dilakukan adalah 
dengan membenahi banyak sistem yang berfungsi sebagai pemberi 
peringatan akan adanya korupsi dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah. 
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